
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

TUGASPoKoK,FUNGSIDANURAIANTUGASDINASKEHUTANAN
KABUPATEN KATINGAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan 30 Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor'i Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua Atas

PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor5Tahun2003
ig;*"t Org""i"""i 

-Jan- 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Katingan , agar lebih berdayagunl dan berhasil guna' perlu

ditetapkan peraturan nupati i<atingan tentang tug3? fokok'
F"ilji Jan Urai*r, t g"" I]irr"" Kehutanan Kabupaten Katingan;

ba}rwaberdasarkanpertimbangan-sebagaimanadimaksud
;;; h1,1|i; dt"t;;; p"it, ditetaf,kan dengan Peraturan Bupati

Katingan;

Undang-UndangNomorSTahun]rgr4tentangPokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974

Nomor55,TambahantrmbaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 3041) "";;;;ilana 

telah diubah dengan undang-undang

Nomor 43 Tahun iggg tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

1**r"rro r'uegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan l,u*U**r, il"g** Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-UndangNomor5Tahun2ooztentangPembentukan
f"Urpit"n Kati"ngan, Kabupaten Seruyan' Kabupaten !-ufamara'
Kabupaten L"*i"air, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten

Rrlang Pisau, ["Urp"i"n Murung Raya -aq Kabupaten Barito

TimurdiProvinsiKalimarrtanTengah(IrmbaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Neiara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang.UndangNomorlTTahunzoostentangKeuangan
n;gd g,emUian Negara Republik Indonesia Tatrun 2oO3

Nomor 47 , tamuarran- Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-UndangNomorlTahunzoo4tentangPerbendahTg"
n"gd G,emU&an Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 5, tamuarran -Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

2.

3.

4.



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan ant#a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(tembara" I.i;;;" Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ot1 tentang Pembentukan
peraturan p"r.}ra""g-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2olL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur sipil
Negara- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4

Woiror 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9al;
g. undang-undang Nomor 2g Tahun 2ol4 tentang Pemerintah

Daeraf, pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 244, Tambahat Le*batar. Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-un$ang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-

undang Nomor 23 Tahun zot+ tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Leribara., N"g"t, Republik Indonesia Nomor 5679|;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik

Indo:nesia Tahun 1gg4 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l5a7l;

L0. Peraturan Pemerintah Nomor 10o Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalal Jabatan struktural

lLeriuaran ttegari Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 197,

Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O18)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2AA2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil _Dalam
Jabatan Strukturil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aL9fi;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndJnesia Tahun 2005 Nomor 1"40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lemb*ran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

18. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota' (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7);

14. peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2OAT tentang Organisasi
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aTaL\;



15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang

Pembentukan Peraturan -Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2oo8

tentangPembagianUrusanPemerintahyangmenjadi
Kewenangan eemirintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2ot5
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organsasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun ZO1S Nomor Eg, it*bahan Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 24);

Lg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
perubahan Atas Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi

Perangkat Daerah;

19. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pembentukan produk Hukuir Oaerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK' FUNGSI

DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN'

BAB I
KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan'

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusal
pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

ialqyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif

wegira Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelen ggar a Pemerintah D aerah'

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/Lembaga pada Pemerintah

Daerafi, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah'

5. Bupati adalah BuPati Katingan'

6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

7. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Katingafi. /



g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Katingan.
g. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga ,"gir^ Indonesia yang memenuhi syarat tertentu'

diangkat *"U"g*l Pegawai Aplraiur Sipil Negara secara tetap oleh

pejabat p"*6irr" lepegawaian untuk menduduki jabatan

ieLerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan.

10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungj"*.*9, . 
wewenang dan- hak

seseorang PNS dalam ,.ttg-tl* menjalankan tugas pokok dan

iungsi f.""frfi"" Jan/atau klterampilan untuk mencapai tujuan

organisasi.

11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

seseorang PNS dalam suatU satuan organisasi yang dalam

pelaksaan tugasnya didasarkan pada keahlian danf atart

iceterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan

pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit'

12. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang

menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan'

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan

1). Seksi Penataan Kawasan;

2). Seksi Pemanfaatan Hutan;

b. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahkan :

1). Seksi Produksi dan Pungutan Kehutanan;

2). Seksi Peredaran Legalitas Hasil Hutan;

c. Bidang Keamanan Hutan, membawahkan :

1). Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;

2). Seksi Konservasi Hutan'

d. Bidang Bina Hutan, membawahkan:

1). Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;

2). Seksi Pembinaan Hutan dan Reklamasi'

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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c.

d.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

Pasal 3

(1) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. "/

(2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas 
- 
pokok melaksanakan

sebagian urusar Pemerintah Daerah di bidang kehutanan'

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada pasal (3),

Dinas Kehutanan memPunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;

b.Perencanaandanpelaksanaanprogrampembangunandibidang
kehutanan;
penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kehutanan;

pengoordinasian dan pembinaan tugas bidang kehutanan yang

mellputi bina pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan,

f."g"**an hut#, penallggulangan bencana hutan, pelestarian

ad perlindungan hutan,- serti telaahan perijinan usaha

kehutanan;
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kehutanan;

pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinYa.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 5

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tuSas pokok memimpin,

membina, mengkordinasikan, fiIerencanaakan serta menetapkan

prog.r* kerja, 
"tata kerja, agar terlaksananya tugas pokok Dinas

Kehutanan.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5,

KepalaDinasKehutananmenyelenggarakanfungsi:
a. Penyelenggaraan urusan pembinaan umum atas dasar

t<eUiSai<an yang ditetapkan oleh Bupati;

e.

f.

ctb'



b.Penyelenggaraanurusallpengelolaan.administrasiDinas
Kehutanari--V""* meliputi kesekretariatan, kepegawaian,

keuangan, r-*"fr tangga, hubungan masyarakat' barang dan

jasa, ketatausahaan dan PelaPoran;

c.PenyelenggaraanpeJrusunanRencanaStrategisKehutanan
secara makro;

d.Penyelenggaraanpengelolaanhutanmeliputikegiatan.tata
hutan, r;";; perianfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi,

reklamasi, p"*rr.iih"", pengarfi/asan dan pengendalian

kawasan hutan;

e. Penyelenggaraan pengelolaan (pengurusan inventarisasi

pengukur,an dan penatagunaan) kawasan hutan, suka alam,

peteitaaa, alam dan taman burrr termasuk daerah aliran

sungai;

f. Penyelenggaraan urusan inventarisasi, pemetaan hutan dan

Lahandal;; rangka penatagunaafl ruang dan kawasan;

g. Penyelenggaraan urusan pembentukan wilayah dana 
penyediaai dukungan pengelolaan taman hutan raya;

h. Penyelen ggaraar- urusan konservasi sumber daya alam hayati

danekosistemnyayangmeliputiperlindungan,pengawetan
dan Pemanfaatan secara lestari;

i.Penyelenggaraanurusanpenghijauan,konservasitanahdan
air;

j. Penyelenggaraan urusan perlindungan dan pengamanan

hutan;

k. Penyelenggaraan urusan pencegahan erosi, sedimentasi dan

per,irrgt. ln produktivitas lahan pada daerah aliran sungai;

1. Penyelen #araan peredaran tumbuhan satwa liar termasuk
pembina*t fr^titr"t satwa migrasi jatak jauh;

m. Penyelenggaraan urusan pembenihan/persemaian,
p.*.rprrli" dan pestisida, peralatan dan mesin di bidang

kehutanan;

n. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana

pada kawasan hutan;

o.Penyelenggaraantugaspembantu(medebewind)yang
diberikan BuPati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:
a. Menetapkan rencalla kerja SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten

Katingan berdasarkan RPJMD dan program kerja tahunan
sebagai Pedoman kerja;

b.MenyelenggarakanrapatkerjainternalSKPDuntuk
*.r.rr"u.rriku.r, kegiatan dari masing-masing Bidang agar

terjalin kerjasamt- drn kesatuan tindakan yang harmonis

dalam melaksanakan tugas;
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c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan secara

makro di daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan

kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

d. Menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi dinas-- 
,||d mffputi kesekretariata,, kepegawaian, keuangan,

rumah tangga, hubungan masyarakat, barang dan jasa'

ketatausahaan dinas dan pelapoaran;

e. Menyelenggarakan urusan penataan dan pemanfaatan hutan

skalakabupatenyangmeliputi-perencanaan'penataan'
inventari*r.*i d"r, perpetaan pemanfaatan hutan dan kawasan

hutan serta PelaPoran;

f. Menyelenggarakan urusan pengawasan dan pengendalian

kegiatan penatusahaan hasil hutan, penatausahaan iuran

kehutanan,penggunaantenagatekniskehutanan,saranadan
prasarana proaifsi, pengukuran dan pengujian hasil hutan'

ieredaran dan legalitas hasil hutan serta pelaporan;

g. Menyelenggarakan urusan pengawasan dan pengendalian

keamanan, perlindungan hutan, kebakaran hutan dan lahan,

konservasi sumberdJya hutan dan sosialisasi perundang-

undangan di bidang kehutanan dan pelaporan;

h. Menyelenggarakan urusan pembinaan- hutan' reklamasi-- 
hutan, iJboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan,

penJrusunan rencana pengelolaan RHL, rencana tahunan RHL,

rancangan teknis RuL,- sosial Forestry, rehabilitasi dan

perrattggulangan lahan kritis serta pelaporan;

i. Menyelenggarakan urusan perizinan usaha sektor kehutanan

v""ti *Ii3"ai kewenangan kabupaten yang meliputi
p"*""rrf"atan kayu, pemungutan kayu dan bukan ka5ru, jasa

iingkungan, pariwisata alam, pemanfaatan flora dan fauna

yang tidak dilindungi;

j. Menyelenggarakan rapat koordinasi atau kerjasama dengan
" unit" tcerjaTinstansi ierkait sesuai bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Menetapkan kebijaksanaan umum dan penyelenggaraan

kegiatan kehutanan di tingkat kabupaten'

1. Membuatkan disposisi pada naskah dinas yang

didistribusikan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-

masing agar pekerjaan terbagi habis;

m. Mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis

serta pelat*,*rt keterampilan masyarakat di sektor kehutanan'

n. Mengusulkan anggaran untuk Bimtek pengadaan barang jasa,

p"tpEt**n, kepegawaiant, PPNS dan lain-lain;

o. Menetapkan penilaian kinerja bawahan secara obyektif sesuai

dengan peratiran perundang-undangan yang berlaku;

p. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan pertimbangan
pembangunansektorkehutanandannonkehutanan.



Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan
melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kehutanan di bagian
kesekretariatan yang meliputi Urusan Umum dan Kepegawaian,
Keuangan, Program dan Pelaporan serta pengkoordinasian ke
bidang-bidang;

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7,

Sekretaris mempunyai fungsi penyelengaraan Urusan Umum dan
Kepegawaian, Keuangan, Program dan Pelaporan serta
pengkoordinasian ke bidang-bidang;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

{21, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan di
bidang kehutanan;

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi organisasi, tata
laksana, manajemen kepegawaian dan analisis jabatan;

c. Melaksanakan administrasi keuangan dan koordinasi
pengelolaan anggaran dengan bidang-bidang ;

d. Melaksanakan urusan trmltm, surat men1rurat, kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga organisasi ;

e. Melaksanakan penyusunan LAKIP, Target Kinerja, LPPD, dan
LKPJ Dinas;

f. Melaksanaakan pen5rusunan data informasi kehutanan,
kehumasan dan Protokoler;

g. Melaksanakan rencana operasional kesekretariatan sesuai
dengan pedoman dan standart kerja;

h. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monev dan
pelaporan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang
untuk kelancaran tugas Dinas;

j. Pen5rusunan telaahan I nata dinas/ pertimbangan Kepada
Kepala Dinas;

k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas ;

1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas;



Pasal 9

Sekretariat, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3.KepalaSubBagianPenyusunanProgramdanPelaporan.

ob'

h.

Paragraf 1

KEPALASUBBAGIANUMUMDANKEPEGAWAIAN

Pasal 10

{1)KepalaSubBagianUmum.danKepegawaianmempunyaitugas' ' potok membantu pimpinan dalam pengelolaan urusan

administrasi ltmlrm, surat menSrurat dan kearsipan, rumah

tangga,organisasidantatalaksana,analisisjabatanserta
administrasi kePegawaian;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat\ ' (1), kepala Sub e*gi*t' Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan- pengelolaan urusan

administrasi llmtlm, surat menJrurat dan kearsipan, rumah

tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta

administrasi kePegarvaian;

{3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaiman a yang dimaksud pada

ayat (21, Kepala Sub Bagiu;, u*u* dan Kepegawaian mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan urusan tata usaha dan rurnah tangga;

b. MenSrusun administrasi barang inventarisasi kekayaan

barang milik daerah;

c. Mengelola, memilihara/merawat barang inventaris;

d. Menlrusun daftar kebutuhan peralatan/perlengkapan dinas

dan alokasi anggaran;

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan

barang I perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan kegiatan penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan dan penghapusan

bar ang I perlengkaPan inventari s ;

Men5rusun daftar urut kepangkatan (DUK);

Mengusulkan dokumen kepegawaian (Karis/Karsu dll)t

kenJikan pangkat pegawai, 
- kenaikan gaji berkala usul

mutasi, ',r*rl pJnsiunl uiul cuti, dan izin alasan penting;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris baik
lisan maupun tulisan lebagai bahan dalam pengambilan

kebijakan/kePutusan;
j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan terhadap

pelaksanaan tugas;

e.

1.



k.

1.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik lisan maupun

tulisan kePada Sekretaris Dinas;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaks arlaarl tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. oleh Sekretaris

Dinas dan bertanlgrr.rgia*ab kepada Sekretaris Dinas

Paragraf 2
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

*"*U*rrtu pimpinin dalam rangka melaksanakan perencanaan

p""J"p"tan' dan belanja aparatur dinas serta penyelenggaraan

administrasi keuang"t l *"*bimbing, membina' dan mengawasi

bendaharawan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Sub Bagian Kguangan menyelenggarakan fungsi

perencanaan pendapitan dan belanja aparatur dinas serta

penyelenggaraan administrasi keuangan, membimbing, membina,

dan mengawasi bendaharawan'

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada

iiel tzl, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a. Merencanakan dan meyusun kegiatan untuk belanja pegawai

dan rumah tangga;

b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;

c. Melaksanakan kegiatan pefrata usahaal dan verifikasi

keuangan;

d. Menyiapkan dan me]rusun laporan realisasi anggaran dan

pelaporan realisasi penerimaan I pendapatan daerah;

e. Membimbing, memberi petunjuk dan melaksanakan
pengawa""r"' terhadap blndaharawan penerima dan

bendaharawan Pengeluaran;

f. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan bidang tugas;

g.Membimbing,mengendaljkanmonitoring,mengevaluasi'
member pJiun3uk, membagi tugas serta melaksanakan
pengawasan dibidang administrasi keuangan;

h. Menilai prestasi kerjabawahan pada sub. bagian keuangan

sebagaibahanpenetapanpenilaianprestasikerja;

i. Mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh sub bagian

keuangan guna m"r.git"h,ri tingkat keberhasilan pelaksanaan

kegiatan sebagai bahan perencanaan berikutnya;

j. Memberi saran dan pertimbangan kepada sekretaris baik

secara tertulis maupun secara lisan sebagai bahan dalam

pengambilan kePutusan;

k.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(1)

(21

(3)
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1. Melaporkan hasil Pelaksanaan
baik secara tertulis mauPun
untuk ditindak lanjuti.

Bagian
KEPALA BIDANG PENATAAN

tugas kePada atasan langsung
lisan sebagai bahan masukan

Paragraf 3

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Kepala SYb Bagian fenyusunan Program dan Pelaporan

mempunyar tugal pokok membantu pimpinan dalam rangka

melaksanakan foordirr*si penyusnnan rencana program kegiatan

dan anggaran dinas serta penyediaan data' evaluasi dan

pelaporan pembangunan kehutanan'

(2) Untuk tugas pada ,y1t (1), Kepala S'9 Bagian Pen5rusunan

program dan ielaporan menyelenggarakan . fungsi

plrr?mordinasian pen1rusunan rencana program kegiatan dan

Lig?uu, dinas serta penyediaan data, evaluasi dan pelaporan

pembangunan kehutanan

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
'-' .y"t 1Z), X9pala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

mempu.nyal uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi penyusllllan perencanaan strategis'

programdankegiatanpembangunankehutananbeserta
indikator kinerjanya p*a^ fingkup Dinas Kehutanan

KabuPaten Katingan;

b. Melaksanakan koordinasi pe]rusunan rencana kerja dan

anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;

c. Melaksanakan peyusunan statistikllaporan tahunan dibidang

Kehutanan;

d.Melaksanakanpeyusunanlaporanpertanggungjawaban
pembangunan Kehutanan di Kabupaten Katingan;

e. Melaksanakan penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan

KabuPaten Katingan;

f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

h. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas;

i. Bertanggung jawab kepada Sekretaris'

Ketiga
DAN PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 13

Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas

prii.r. melak-sanakan perencanaan, inventarisasi dan perpetaan

i"*""f" atan hutan dan kawasan hutan di Kabupaten Katingan;

LL



Pasal 14

(1)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpasal13,'-'t<"p*t. Bidang penataan aan Pemanfaatan Hutan

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan p.roses perencanaan'

inventarisasi dan perpetaan- pemanfaatan hutan dan kawasan

hutan di KabuPaten Katingan;

(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
'-' ffi 

-lt;, 
r;p"[ Bidang .penataan 

dan Pemanfaatan Hutan

mempuny* ,tui"t tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan peyusunan program dan rencana kerja bidang

penataan dan Pemanfaatan hutan;

b.Melaksanakanpenatagunaan/pemanfaatankawasanhutan
dan Penataan dan Penataan ruang;

c. Melaksanakan inventarisasi dan perpetaan pemanfaatan hutan

dan kawasan hutan;

d. Melaksanakan proses telaahan perijinan kehutanan dan

rencana kerja Pengusahaan hutan;

e.Melaksanakanprosestelaahanperijianpengelolaanhutan
milik/hak, hutan tanaman rakyat, h-utan desa, hutan produksi

dan aneka usaha pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan;

f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pengusahaan

hutan dan kawasan serta aneka usaha pemanfaatan jasa

lin gktrngan kehutanan ;

g.Menyiapkandatadanlaporandalambidangtugasnyasebagai
bahaninformasidanpertanggungjawabankepadaatasan;

h. Menyiapkan dan men]rusurl sarunfpertimbangan/telaahanl
tindakanyangperludiambildalambidangtugasnya;

i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian atas kinerja PNS

dalam lingkuP bidang tugasnYa;

j.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahanuntuk
kelancaran Pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 15

Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Penataan Kawasan;

2. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan;

Paragraf 1

KEPALA SEKSI PENATAAN KAWASAN

Pasal 16

Kepala Seksi Penataan Kawasan
*"r"t 

"u"t 
akan dan melaksanakan

penatagunaan kawasan hutan'

mempunyai tugas Pokok
penyu.sunan perencanaan

(1)
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(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanaayat(1),KepalaSeksi
penataan Kawasan mempunyai fungsi menyelenggarakan proses

pen5rusunan perencanaan penatagunaan kawasan hutan'

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana vanq 9::5:11,::1:' ' *y"t {2\, Kepala Seksi Penataan Kawasan mempunyal u'ralall

tugas sebagai berikut:
a.MerencanakandanmenyusunkegiatanpadaSeksiPenataan

Kawasan;

b.Memeriksahasiltelaahanstaf/notapertimbangan
p"*,,t,k",kawasanhutanuntukperijinanperkebunan,
pertambangan dan penggunaan - kawasan lainnya

berdasarkanperaturanperundang-undanganterbaru;

c.Memeriksahasilpetadananalisisperuntukankawasan
hutanuntukp"rk"brtt"r.,pertambangandanpenggunaan
kawasan lainnYa;

d. Memeriksa hasil penJrusunan telaahan/analisis/
pertimbarrganatasusulanp"l"p"""''kawasanhutan,tukar
menukar ian pinjam pakai- kawasan hutan untuk perijinan

perkebunan, 
^p"it"*fla1lgan dan penggunaan kawasan

lainnya berdasarkan peraluran perundang-undangan terbaru

yang dibuat bawahan;

e. Memeriksa hasil peta penyusunan telaahan/analisis/
pertimbangao-"i"* usulan ielepasan kawasan hutan, tukar

menukar ian pinjam pakai- kawasan hutan untuk perijinan

perkebunan, p"it"*Uangan dan penggunaan kawasan

lainnya berdasarkan p"ttti.rtrrt perundang-undangan terbaru

yang dibuat bawahan;

f. Memeriksa dan mengevaluasi hasit pembuatan peta dan

analisis ,"rrt.r, perubihan fungsi dan peruntukan kawasan

hutan;

g. Memeriksa hasil pen]rusnall rencana inventarisasi kawasan

hutan Pada izin usaha Perkebunan;

h.Mengmpulkandanmengolahd?aperrzinanperkebunan
untuk pembatan buku statistik Kehutanan;

i.MengumpulkanbahanrapatuntukKepalaBidangdanKepala
Dinas ierkait dengan pemanfaatarr' penggunaan dan

peruntukan kawa""., h,t"', untuk ijin usaha perkebunan,

pertambangan dan penggunaan kawasan lainnya;

j.MelaporkanhasilkegiatankeproyekanpadaSeksiPenataan
Kawasan;

k.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Pemanfatan Hutan'

13



Par:agraf 2
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN HUTAN

Pasal lT

(1) Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok
' ' melaksanakan proses telaahan pemanfaatan dan pemungutan

hasil hutan dan kawasan hutan'

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Kepala Seksi

Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi menyelengga-rakan proses

telaahan pemanfaatan d"" pemungutan hasil hutan dan

kawasan hutan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada, ' ayat {2:,, Kepala Seksi pelnanfaatan Hutan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan proses awal rencana kerja pengusahaan hutan

IUPHHK/BK;

b. Melaksanakan proses awal pengurusan bidang kehutanan
berupa HTI, Restorasi Ekosistem, IPK, HTR' Hutan Desa'

Hutan KemasYarakatan, Hutan Hak;

c. Melaksanakan analisa/kajian teknisl pertimbangan

peruntukan pemanfaatan hutan, lahan dan kawasan hutan
untuk kePerluan kehutanan;

d. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan pembinaan kegiatan

pengusah-aan hutan, pemanfaatan hutan dan kawasan hutan
serta aneka usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

e. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan'

Bagian KeemPat
KEPALA BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 18

Kepala Bidang Pengusahaan Hutan
melaksanakan telaahan kegiatan
pengusahaan hutan pasca pertzinan'

mempunyai tugas Pokok
yang berkaitan dengan

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18,
' 'K.pu.l" Bidang penguiahaan Hutan mempunyai _fungsi

menyelengg*rli.n telaahan kegiatan yang berkaitan dengan

pengusahaan hutan pasca petrzinan'

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Pengusahaan Hutan, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja

Bidang Pengusahaan Hutan;
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b. pengawasan dan pengen-da,lian pelaks?naan

trasil hutan yang berasal dari hutan Negara

c. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan pelaksanaan

penatausahaan hasil iuran kehutanan;

d.Melaksanakanpembinaandanpengawasankegiatanproduksi
dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan k"yu;

Melaksanakanpembinaandanbimbinganterhadap
penggunaan tenaia teknis kehutanan di bidang pengusahaan

hutan;

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap

penggunaan tenafa kerja dan sarana prasarana pra produksi

pengusahaan hutan;

Melaksanakan pembinaan, pengawasarl dan pengendalian

tertib peredaran dan legalitas hasil hutan;

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

t "gi.t*r, 
industh pengolahan hasil hutan kayu dan bukan

k*yo;
Melaksanakanbimbinganpengawasankegiatanpengukuran
pengujian hasil hutan;

Melaksanakanpemungutaniuarankehutananterhadap
kewajiban p.*"gang iji-n sesuai tarif pungutan hasil hutan

kayu dan non kayu atas PNBP;

Menyiapkan usulan pertimbangan atas pengenaan sanksi

;;#gd;an administiatif penatausahaan hasil hutan sesuai

ketentuan Yang berlaku;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang

pengusahaan hutan;

Melaksanakan
penatausahaan
dan hak;

1.

m. Menyiapkan data dan pelaporan dibidang pengusahaan

hutan;

Penyiapan/penyusunan saranf pertimbangan/telaahan

K;p;; rep"f" Dirr*t tentang langkah/tindakan yang perlu

diambil dalam bidang tugasnYa;

Mengevaluasihasilpelaksanaantugas/pekerjaanKepala
S"["] pada Bidang meialui laporan dan pemantauan sebagai

bahan tindak lanjit dan perencanaan kegiatan selanjutnya;

MelaksanakanpenilaianprestasikerjabawahanpadaBidang
eengusataan Hutan seslai dengan hasil kerja selanjutnya

_"rEg"i bahan dalam penetapan penilaian prestasi kerja;

Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas bidang pengusahaan

hutan, baik secara tertulis maupun lisan sebagai bahal
*""rt"" bagi Kepala Dinas untuli mendapat petunjuk lebih

lanjut;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugas'

e.

ob'

h.

J.

k.

1.

n.

o.

p.

q.

r.
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Pasal 20

Kepala Bidang Pengusaha Hutan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Produksi dan Pungutan Kehutanan;

2. Kepala Seksi Peredaran Legalitas Hasil Hutan;

Paragraf L

KEPALASEKSIPRODUKSIDANPUNGUTANKEHUTANAN

Pasal 2 L

Kepala seksi Produksi dan Pungutan Kehutanan mempunyai

tugas pokok *.i;k;;akan telaa6n perencanaan produksi dan

pungutan kehutanan pasca per{rnan'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1)' Kep.ala-Seksi

produksi aan pungufun Kehutanan mempunyai - fylSsi

menyelenggarakan- d;";" telaatran perencanaan produksi dan

pungutan kehutanan pasca perulnan'

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada

;ff]dt, *"p"r" seksi Froduksi dan Pungutan Kehutanan,

mempunyat uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pen)rusunan rencana kerja seksi produksi dan

pungutan kehutanan;

b. Melaksanakan pengolahan d.ata dan informasi produksi hasil

hutan kayu dan bukan kaYu;

c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi untuk tenaga

teknis kehutanan;

d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengguna tenaga

kerja dan sarana prasarana pra produksi pengusahaan

hutan;

e.Melaksanakankegiatanpemungutaniuarankehutanan
terhadap kew4fiban pemegang izinlesuai tarif pungutan hasil

hutan t .y, dan non kayu atas PSDH dan DR;

f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi verifikasi dan

rekonsilasi penerimaan PSDH, DR dan IIUPH;

g.Menyiapkantelaahanstafterhadappelanggaranadministratif
dibidangproduksidanpungutankehutanansesuai
ketentuan Yang berlaku;

h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data produksi

dan pungutan kehutanan;

i.Mengolahdatadanpelaporanpad'aseksiproduksidan
pungutan kehutanan;

j. Menghimpun dan membuat laporan pelaksanaanJ' 
proglam/kegiatan yang ada pada seksi produksi dan

pungutan kehutanan;

k.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

1. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh

pemimpin sesuai tugas pokok dan fungsinya'

(21

(3)
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Paragtaf 2

KEPALASEKSIPEREDARANLEGALITASHASILHUTAN

Pasal 22

(1) Kepala Seksi Peredaran Legalitas Hasil Hutan mempunyai tugast-'pof,ot 
melaksanakan proses perencanaan dan legalitas hasil

hutan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1)' Kepala 
^Seksiperedaran Legalitas Hasil Hutan mempunyai.- - fungsi

menyelenggarakan proses perencanaan dan legalitas hasil hutan;

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksu{- R"a"
'-' ,y"i {2\, .Kepala Seksi 

"Peredaran 
Legalitas Hasil Hutan,

mempunyar uraian tugas sebagai berikut :

a. Men5rusun Rencana Kerja seksi Peredaran dan Legalitas Hasil

Hutan;

b. Melaksanakan pengolahan data dan informasi produksi hasil

hutan olahan;

c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pengangkutan

hasil hutan;

d. Melaksanakan pengolahan data dan informasi laporan mutasi
hasil hutan;

e. Melaksanakan bimbingan terhadap penggunaan tenaga teknis

kehutanan yang menangani dokumen angkutan hasil hutan;

f. Melaksanakan evaluasi data dan informasi peredatanf
legalitas hasil hutan;

g.Melaksanakanpelayananinformasipubliktentang
peredaran/ legalitas hasil hutan;

h. Melaksanakan pencatatan dana hibah di bidang kehutanan;

i.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Membuat laporan pelaksanaan progratnlkegiatan seksi

Peredaran lLegalitas Hasil Hutan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan baik secara lisan maupun tertulis'

Bagian Kelima
KEPALA BIDANG KEAMANAN HUTAN

Pasal 23

Kepala Bidang Keamanan Hutan mempunyai tugas pokok

melaksanakan Perencanaan Pengamanan Hutan dan Konservasi

Hutan.

Pasal24

{1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23,
' , K.pulu' Bidang Keamanan Hutan mempunyai fungsi

menyelenggarakL proses Perencanaan Pengamallan Hutan dan

Konservasi Hutan.
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(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaime.nayangdimaksudpada
ayat (1), Kd;; Bidang [t**a"tt'rr Hutan' mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. MeSrusun dan Mempersiapkan qro-gram dan rencana keda

Bidang Keamanan dan Konservasi Hutan;

b.MembagiTupoksiSeksiPerundang-Undangandanseksi
Konservasi Hutan pada Bidang Keamanan Hutan;

c.Melaksanakankegiatankeamananhutandanpenyampaian
peraturan di bidang kehutanan;

d.Mempersiapkanteknikstrategiskegiatankeamananhutan,
kebakaran hutan dan lahan;

e.

f.
(,
b'

h.

i.

Melaksanakan kegiatan konservasi hutan;

Mempersiapkan teknik strategi kegiatan konservasi hutan;

Monotoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengamanan hutan;

Melaksanakanpembuatanlaporanpelaksanaankegiatan
sesuai tugas dan fungsi di bidang kehutanan;

Menyiapkan/meyusunsaran/pertimbangan/telaahanKepada
Kepala Dinas t"'"t""g langkah tindakan yang perlu diambil

dalam keamanan hutan;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan K9Pala

;;k.; pada bid;t *"i*lrri laporan dan pemantauan sebagai

bahan'tindak lanjut dan perencanaan Kegiatan;

Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja bawlhql pada Bidang

KeamananHutansesuaidenganhasilkerjaselanjutnya
sebagai bahan dalam PenetaPan;

Melaksanakan tugas-tugas Dinas lainya yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya'
t.

Pasal 25

Kepala Bidang Keamanan Hutan, membawahkan:

1. Kepa1a Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;

2. Kepala Seksi Konservasi Hutan'

Paragraf 1

KEPALASEKSIKEAMANAUnnmPERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 26

(1)KepalaSeksiKeamanandanPer-undang-Undanganmempunyai'-'Lrj^* pokok melaksanakan Perencanaan Kerja Seksi Keamanan

dan Perundang-Undangan;

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanaayat(1),KepalaSeksi
Keamanan dan Perundang-Uridangan mempunyai fungsi

menyelenggarakan proses Peiencanaan Kerja seksi Keamanan

dan Perundang-Undangan;

j.

k.
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(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimalr.aJangdimaksudpada.-' *v"i izt, ryeprr" seksi Krrm^nan dan perundang-undangan,

mempunyar uraian tugas sebagai berikut :

a.Men5rusundanmenyiapkanprogramdanrencanakerjaSeksi
Keamanan dan Perundang-undangan di bidang kehutanan;

b.MelaksanakanKegiatanpengumpulandanpengola.lran.data
di seksi Keamanan d; p"runa*rrg-undangan di bidang

kehutanan;

c.MerencanakanKegiatanpengamananhutandenganinstansi
terkaitbaikpenanganal}illegalloggingmaupunkebakaran
hutan dan lahan;

d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan pengawasan setiap
Kehutanan KabuPaten Katingan;

pengguna sejata aPi Dinas

f.Menyusundanmerencanakankegiatanoperasitimgabungan
memberantas illegal logging;

g.Melaksanakanpelelangan.hasilkayutemuantimfungsional
kehutanan*rrprrtttimgabungandikabupatenkatingan;

h. Melaksanakan inventarisasi dan penanggulangan gangguan

keamanan hutan dan kawasan hutan;

i. Melaksanakan pembinaan SATPAM IUPHHK dan

monitoringlevaluaii sarana dan prasarana perlindungan

hutan di IUPHHK/IPK/ISL;

j.Melaksanakanpatrolilpemeriksaansurat-suratatau
dokumen V"ttS beikaitan dengan pengangkutan hasil hutan

di dalam 
-ka'iasan hutan dan atau diwilayah hukumnya

tentang langkah tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnYa;

k. Menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan

proglam/kegiatan yanq ada pada seksi keamanan dan

perundang-undangan Dinas Kehutanan'

l.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m.Melaksanakantugas-tugasdinaslainyangdiberikanoleh
pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Patagtaf 2
KEPALA SEKSI KONSERVASI HUTAN

Pasal2T

(1) Kepala Seksi Konservasi Hutan mempunyai tugas pokok
' ' mellaksanakan kegiatan sosialisasi dan konservasi hutan;

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanaayat(1)'KepalaSeksi
Konservasi Hutan mempunyai fungsi menyelenggarakan kegiatan

sosialisasi dan konservasi hutan;
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(3) Untuk melaksanakan
ayat {2), KePala Seksi
sebagai berikut :

fungsi sebagaim ar:- yarLg dimaksud pada

KonJervasi Hutan, mempunyai uraian tugas

a. Menyusun Program dan
Hutan;

Rencana Kerja Seksi Konservasi

b. Menyiapkan Program, Tehnik, Strategi serta Sarana dan

Prasarana;

c. Melaksanakan kursus dan pelatihan serta mengadakan

pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani hutan

d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

konsenra"i h"t"r, tanahtan air, baik sipil maupun vegetatif

dalam kawasan hutan;

e.Melaksanakanlnventarisasidanpeyusunandatakawasan
hutan konservasi sumber daya 

- hutan (Hutan Lindung,

Arboretum dan Taman Nasional);

f. Melaksanakan pendataan dan pengawasan peredaran pupuk

dan pestisida pada bidang kehutanan;

g. Melaksanakan pendataan.. pelastarian dan perlindungan

satwa, tanaman liar yang dilindungi;

h. Membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan

diseksiny" .rnt rk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Memberi saran dan pertimbangan serta ,masuk kepada

pimpinan ,"irf. kepintingan kemajuan Dinas Kehutan

di*int* mauPun tidak diminta;

j. Menghimpun dan membuat laporan pelaksanaanJ- 
progfam/Kegiatan yang ad.a pada seksi Konservasi Hutan

pada Dinas Kehutanan;

k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l.MelaksanakanTugas.tugasDinaslainyayangdiberikanoleh
pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

m. Memberikan penilainan kinerja kepada bawa-han'

Bagian Keenam
KEPALA BIDANG BINA HUTAN

pokok melaksanakan
serta reklamasi hutan

Pasal 28

Kepala Bidang Bina Hutan mempunyai tugas

kegiatan reboGasi, rehabilitasi dan pembinaan

dan lahan;

PasaL 29

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud pasal 28'

KepalaBidangBinaHutan..mempunyaifungsimenyelenggarakan
kegiatan ,"uJi=""i, rehabilitasi ian- pembinaan serta reklamasi

hutan dan lahan;
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(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
ayat (1), K";;i; BiJ;"g di"'' Hutan' mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a.MenyusunProgramdanrencanaKerjaBidangBinaHutan;
b. Melaksanakan penanggulangal erosi' sedimentasi

produktiviias lahan pada daerah aliran sungai;

C.Melaksanakanurusanpembentukanwilayahdan.penyediaan
dukungan pengetotaan irutan dan taman hutan rakyat;

d. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan Lahan;

e.Melaksanakanpembinaandanpengawasansocialforestry,
Hutan dan kemasYarakatan;

f. Melaksanakan inventarisasi dan penanggulangan lahan kritis;

g. Melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan pembinaan

hutan oleh perijinan pemanfaatan hutan;

h. Melaksanakan urusan penghijauan dan reboisasi;

i.Menyiapkandata.datadanlaporanpelaksanaandengan
bidang tugasnYa;

j. Membagi tugas dan .memberi petunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yarrg diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 30

Kepala Bidang Bina Hutan, membawahkan:

1. Kepala Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi;

2. KepalaSeksi Pembinan Hutan dan Reklamasi'

Paragraf 1

KEPALASEKSIREBOISASIDANREHABILITASIHUTAN

Pasal 31

(1) Kepala Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas
t-'po[of. 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan reboisasi

hutan dan rehabilitasi lahan;

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanaayat(1),KepalaSeksi
Reboisasi d; Reha6ilitasi Hutan mempunyai -fungsi
menyelenggarakan proses kegiatan yang berkaitan dengan

rebo-isasi t utu.tt dan rehabilitasi lahan;

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
' 'ayat {21, Kepala Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan,

mempunyai uiaian tugas sebagai berikut :

a.Menyusunprogramdanrencanakerjaseksireboisasidan
rehabilitasi hutan;

b. Melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan

kegiatan RHL;

c. Metaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan

kegiatan reboisasi hutan dan lahan;
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Melaksanakan urusan penghijauan dan reboisasi;

Melaksanakan pendataan, pembinaafl dan pengawasan

il;d; *ociat forestry, hutan dan kemasyarakatan;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

untuk lielancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Bina Hutan.

Patagraf 2
KEPALASEKSIPEMBINAANHUTANDANREKLAMASI

Pasal 32

(1)KepalaSeksiPembinaanHutandanReklamasimempunyaitugas
pokokmetat.sanakankegiatanyangberkaitanpembinaanhutan
dan reklamasi;

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanaayat(1),KepalaSeksi
pembinaan Hutan dln Reflamasi mempunyai 

. 
fungsi

menyelengg.r"ri*-proses kegiatan yang berkaitan pembinaan

hutan dan reklamasi;

(3)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanayangdimaksudpada
ayat (2\, K6;il seksi 

"pembin-aan Hutan dan Reklamasi,

mempunyar uiaian tugas sebagai berikut :

a.Meyusunprogramdanrencanakerjaseksipembinaanhutan
dan reklamasi;

b. Melaksanakan pendataan, pembinaan
pelaksanaan kegi atan pembinaan hutan
pemanfaatan hutan dan kawasan hutan;

d.

e.

f.

ob'

dan Pengawasall
oleh pemegang ijin

c. Melaksanakan reklamasi lahan;

d.Melaksanakanpendataan/inventarisasilahankrisis;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Bina Hutan'

f. Melaksanakan penarlggulangan erosi' sedimentasi

produktivitas lahan pada daerah aliran sungai;

g.Melaksanakanurusanpembentukanwilayahdanpenyediaan
dukungan pengetolaan irutan dan tanaman hutan ralryat.

h.Membagitugasdanmemberipetunjukkepadabawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i.Melaksanakantugas-tugaslainyangdiberikanolehKepala
Bidang Bina Hutan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan, sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan'
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a.JabatanFungsionalterd'iri.darisejumlah.tenagadalamjenjang
jabatan rrrrrg"i*J yang terffi JJ"* berbagai kelompok sesuai

d"ttg* bidang keahliannYa;

b.Kelompokjabatanfungsionaldipimpinolehseorangtenaga
fungsional v".,g *"ior ?itun3ut< i*n" Bupati atas usul Kepala

DinasmelaluiSekretarisnaeratrdanbertanggungjawabkepada
Kepala Dinas;

c. Jumlah jabatan dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;

d. Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
--' 

pefllndang-undangan yang berlaku'

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 34

UnitPelaksanaTeknisDinas(UPTD).Kehutanandipimpinoleh
seorang Kepala UPTD yang *"*p"tty*1 t'.g"" membantu Kepala

Dinas dalam tral melak**n.t .rr-u"fj"gi* kegiatan teknis operasional

penyelen*grr.; p"-"Jiaif."" dan ke{iatan tEknis penunjang lainnya

di kecamatan.

Pasal 35

UnitpelaksanateknisdinasKehutanandikecamatan
menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis

operasional di bidang Kehutanan di kecamatan;
keuangan,

pengelolaan

b. Melaksanakan administrasi, ketatausahaan'

k"p.g"*"ian, sarana dan prasaranaKehutanan;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasarl dalam

hutan di kecamatxr;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap

pelaksanaanprogralndankegiatankehutanandikecamatan;

e.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnva {"p4? Dinas' S:kt::T:',5tp"1*
Bidang, K"p"l" S.ru n"giln, liepala lekgi serta pemegang jabatan

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

simplikasi dan sinkronisasi *""*r-* vertical serta lnotizontal baik

dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan

tugas Pokok maisng-masing'

(21 Setiap pimpinan gatyan.organisa"i *1f^mengikuti' memenuhi\-' 
petun3ut<-piir":rf. dan bertanggung jawa-b kepada atasannya

masing_masing serta *.rryuilp"it "r, laporan tepat pada

waktunYa.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati i1i'- q*l Peraturan Bupati Katingan

Nomor 22 Tah.,i ZO11 tentang-T,;;" f-9f<;of< dan Fungsi Dinas Kehutanan

Kabupaten Katingan (Berita 
, 
paeiarr Kabupaten Katingan Tahun 2OtL

iti.** iz) dicabut"dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 38

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangdapat-mengetahuinya'.memerintahkanpengundangan
peratrrran eupati ini dengari penempatanrrya dalam Berita Daerah

KabuPaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
p"J" hnsgal,tS-A-?otb

AN,

Diundanskan Or,TT3"ffi,
pad.a tanggal, l9

RAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 2>3

H. AHMAD YANTENGLIE
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